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ABSTRAK 

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, 

melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara 

bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.Secara teoritis, perkara pidana 

dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan 

keadilan restoratif dengan terpenuhi beberapa syarat . 

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah 

pendekatan yuridis normatif atau pendekatan melalui study pustaka. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu 

upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang 

berkaitan dengan peran kejaksaan dalam merubah paradigma proses 

peradilan pidana di Indonesia . 

penulis berpendapat bahwa pentingnya memahami peran kejaksaan dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia dan juga upaya upaya kejaksaan dalam 

merubah paradigma proses peradilan secara restoratif .  

kata kunci :hukum,pidana, restorative justice. 



vii 
 

ABSTRACT 

Criminal law not only provides an understanding of actions that are 

prohibited by a legal rule, which prohibitions are accompanied by threats 

(sanctions) in the form of certain penalties for anyone who violates the 

prohibition, but also includes matters relating to the imposition of criminal 

penalties and the ways in which these criminal penalties can be implemented. 

Theoretically , criminal cases can be closed by law and prosecution 

terminated based on restorative justice provided several conditions are met. 

In this research, the approach method used is: a normative juridical 

approach or an approach through literature study. The research specification 

used is Descriptive Analytical, namely an effort to analyze and explain legal 

issues related to the role of the prosecutor's office in changing the paradigm 

of the criminal justice process in Indonesia. 

The author believes that it is important to understand the role of the 

prosecutor's office in the criminal justice system in Indonesia and also the 

prosecutor's efforts in changing the paradigm of the justice process in a 

restorative manner.  

Keywords: law, criminal, restorative justice.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 

menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada 

kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa 

sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap 

tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-

undang yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar 

sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 

yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala 

bentuk kejahatan. 

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan 

problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana 

dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat 

tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang 

mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, 

maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam 

undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar. 
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1Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi 

menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur 

di luar KUHP.2 

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 

melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan 

dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat 

dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan 

seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang 

melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan 

"barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, 

yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum3. Sehingga 

perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam 

hukum pidana. 

Secara teoritis, perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan 

dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal 

terpenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, tersangka baru pertama kali 

melakukan tindak pidana, kedua, tindak pidana hanya diancam dengan 

pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 

 
1 Rahman Syamsuddin, 2014, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192 
2 Rodliyah, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 1 
3 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127 
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tahun, dan ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti 

atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih 

dari Rp. 2.500.000,00. 4 Pada prakteknya, perkara pidana yang 

seharusnya diselesaikan dengan restoratif masih diperiksa di pengadilan 

sedangkan perkara tersebut dapat dihentikan atau diselesaikan di tahap 

penyidikan di kepolisian atau di tahap penuntutan di kejaksaan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya data jumlah perkara yang diperiksa dengan 

acara cepat pada 2021 di Kota Yogyakarta adalah 40 perkara. 

Akibatnya, beban pengadilan bertambah serta menambah beban 

LAPAS yang menampung warga binaan.  

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang 

merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau 

menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang 

baik dan adil, serta anti sosial5. Sebagai hukum publik, hukum pidana 

mengatur sanksi bagi pelaku perbuatan pidana sebagai hukuman atas 

dirugikannya kepentingan masyarakat. Salah satu sanksi pidana tersebut 

yaitu pidana penjara. Penjara dalam konsep keadilan retributif 

merupakan bentuk kesengsaraan bagi pelaku yang merupakan balasan 

bagi pelaku dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Pidana adalah 

hukuman berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan 

keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana.6 

Perkembangannya, beberapa kajian mengenai efektivitas 

 
4 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif  
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3. 
6 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 259.  
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pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang 

tepat karena hukum pidana diciptakan untuk membuat masyarakat 

menjadi sadar, taat, patuh, sehingga menjadikan manusia tidak 

melanggar hukum yang keduakalinya. Selain itu, hukum pidana dapat 

memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Hukum 

bukan mengurung orang dipenjara yang belum tentu memulihkan 

keadaan seperti sediakala. Oleh karena itu, pidana penjara bukan 

hukuman yang selalu tepat. Hukum yang tepat adalah hukum yang 

keberlakuannya tidak menimbulkan pertentangan dan bukan 

menjadikan masyarakat takut hukum. Ketertiban di masyarakat bukan 

karena hukumannya, tetapi karena ada norma-noma dan nilai yang ingin 

dilindungi oleh hukum itu. 

Pemenjaraan tidak banyak menghasilkan output yang 

diharapkan yaitu bahwa jika seseorang yang telah menjalani pidana, 

dirinya akan menjadi orang yang lebih baik. Fenomena ini disebut 

dengan siklus kriminal, yaitu penjara tidak dapat untuk menjadikan 

narapidana menjadi warga negara yang baik, bahkan di beberapa kasus, 

mereka malah menjadi semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan. 

7Penjara seharusnya bertujuan cara agar pelaku jera karena perbuatan 

dan sebagai pencegahan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. 

Prisonisasi terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika 

pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal.8 

 
7 Pajar Hatma Indra Jaya, “Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial”, Hisbah, Vol. 9 No. 

1. t.b, 2012, hlm. 2  
8 I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol.11 No. 21, Februari 2015, hlm. 41.  
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Hukum pidana dikatakan sudah berjalan sebagaimana tujuan 

dan fungsi hukum pidana apabila penjatuhan penjara akan membawa 

seseorang menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara. Sebaliknya, 

jika seseorang yang keluar penjara tidak menjadi pribadi yang lebih baik 

maka hukum tidak berjalan sebagaimana fungsi dan tujuan hukum di 

masyarakat. Oleh karena itu, tidak dapat menilai efektivitas atau 

berhasilnya hukum pidana dilihat dari adanya berapa jumlah penjara 

dan seberapa banyak orang yang masuk penjara, tetapi bagaimana 

sistem pidana itu dapat membentuk pribadi pelaku menjadi baik dan 

bukan anti sosial sebagaimana pendapat dari Moeljatno di atas. Dengan 

kata lain, pidana penjara atau pidana apapun bentuknya menjadi cara 

membentuk pribadi pelaku menjadi manusia yang baik seutuhnya. 

Seseorang yang keluar dari penjara diharapkan tidak mengulangi 

perbuatan jahatnya serta dapat bermanfaat bagi bengsa dan negara, oleh 

karena itu penjara disebut juga Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, 

pemidanaan membuat manusia tidak melakukan hal- hal yang dilarang 

oleh hukum atau bertentangan dengan moral masyarakat.  

Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang diatur 

dalam Pasal 10 KUHP masih menjadi prioritas dalam menghukum 

pelaku kejahatan di Indonesia. Ancaman pidana penjara yang bersifat 

imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran 

klasik yang menetapkan pidana dengan definite sentence atau 

mengandung perintah tertulis dalam UU.7 Hukum pidana dalam 

kerangka aliran klasik disebut daadstrafrecht atau tatsstrafrecht yaitu 

hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (offense 
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oriented). 9Hukum positif harus dipahami sebagai peraturan tertulis, 

penguasa memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukum materill. 

Pengaruh aliran klasik tersebut termuat dalam ketentuan asas 

legalitas yang berarti bahwa negara berkewajiban untuk menjelaskan 

perbuatan mana saja yang dapat dipidana.Pidana penjara sebagai salah 

satu cara untuk membatasi perilaku menyimpang dan sebagai 

pembalasan perbuatan pelaku yang melanggar kebebasan moral. 

Berdaarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “ PERAN 

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA 

MERUBAH PARADIGMA PROSES PERADILAN PIDANA 

BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE “ 

  

 
9  Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana 

Nasional”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 1, Januari 2010, hlm. 146.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan 

Pidana Di Indonesia ? 

2. Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Mengubah Paradigma 

Pemidanaan Melalui Restorative Justice dan Apa saja yang menjadi 

hambatan dalam mengubah paradigma pemidanaan melalui 

Restorative Justice ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Peran 

Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia . 

2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis tentang Peran 

Kejaksaan Dalam Mengubah Paradigma Pemidanaan Melalui 

Restorative Justice dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam 

mengubah paradigma pemidanaan melalui Restorative Justice. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 



8 
 

secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di 

bidang hukum mengenai Peran Kejaksaan Dalam Upaya Merubah 

Paradigma Proses Peradilan Pidana Berbasis Restorative Justice. 

2. Secara Praktis 

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, 

sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang sudah diperoleh. 

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi 

mengenai Peran Kejaksaan Dalam Upaya Merubah Paradigma 

Proses Peradilan Pidana Berbasis Restorative Justice . .
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E. Kerangka Konseptual 

 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat 

dijelaskan kerangka konseptual ialah: 

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. 

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di 

Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah 

menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 

Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum 

acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden 

mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.  

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem 

peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). 

Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di 

antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan 

yang diberikan Undang-Undang . 10 

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di 

dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal 

ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan 

 
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: 

Sinar grafika, 2009, hal. 90. 
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lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana .11 

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana 

sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam 

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar 

pendekatan sistem 12 . Sebagai sebuah sistem peradilan pidana 

mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif 

dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur 

penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan 

hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat 

aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang 

memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal 

maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang 

berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah 

sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang 

keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara 

keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan 

ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut 

dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah 

 
11  Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di 

Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145. 
12 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7. 
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sistem sosial.13 

2. Kejaksaan 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. 

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan 

keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh 

dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, 

Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan 

negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya 

merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.14 

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021  tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu 

lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam 

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, 

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, 

tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya  . 

3. Restorative Justice 

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan 

 
13  Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Bandung:Putra 

abardin, 1996, hal. 14. 
14 Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 26.  
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dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak 

dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya 

antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat 

tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem 

restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai 

pihak untuk menyelesaikan konflik. 

F. Kerangka Teoritis 

 

Menurut Shorter Oxford Dictionary teori memiliki beberapa 

definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu 

disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau 

penyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari 

sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu 

yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu 

yang diketahui dan diamati”. 

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu 

pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki 

dari suatu teori adalah: 

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang 

menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan 

merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan 

dan memprediksi gejala itu”.  

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui 

memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma 

hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan 

kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan 
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dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis  yaitu:  

1. Teori Keadilan Pancasila 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila 

memiliki dua kepentingan , yaitu diharapkan sebagai pedoman dan 

petunjuk serta Pancasila sebgai dasar negara .  Pancasila sebagai 

groundnorm mengharuskan pembentukan hukum positif adalah 

mencapai ide-ide dalam Pancasila ,serta dapat digunakan untuk 

menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam 

pembentukan hukum , penerapan , dan pelaksanaannya tidak dapat 

dilepaskan dari nilai nilai Pancasila . 

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teory hukum yang 

mendasarkan pada nilai nilai Pancasila sebagai landasan 

anatologi,epistemology dan bahkan aksiologinya , Pancasila mampu 

memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum pidana 

di Indonesia. 15 Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah 

pada satu titik konvergensi merupakan sintesa dari teory hukum 

pembangunan , teory hukum progresif dan teory hukum integrative , 

semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan 

berdasarkan nilai nilai primodial dari bangsa Indonesia , yaitu nilai 

nilai Pancasila sebagai khas kehidupan social dan sekaligus sebagai 

Volkgeist atau jiwa suatu bangsa ,sesuai dengan pendapat M. Agus 

Santoso dalam budaya hukum moral dan Keadilan Sebuah Kajian 

 
15 Ferry Irawan Febriansyah , Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, DiH 

Jurnal Hukum , Vol 13 . No 25 ,Februari 2017 , hlm 6. 
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Filsafat , mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan 

ketertiban umum dari masyarakat setempat . Asas asas hukum 

Pancasila antara lain :16 

a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk 

hukum yang bertentangan , menolak apapun yang bertolak 

belakang dengan agama maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

. 

b. Asas perikemanusiaan , mengamanantkan bahwa hukum harus 

melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat 

manusia . 

c. Asas persatuan dan kesatuan , bahwa hukum Indonesia harus 

merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa 

dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa. 

d. Asas Demokrasi , mendasarkan bahwa hubungan antara hukum 

dan kekuasaan , kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan 

sebaliknya . system demokrasi harus dilandaskan nilai 

permusyaratan , kebijaksanaan dan hikmah. 

e. Asas keadilan social , bahwa semua warga negara mempunyai 

hak dan kewajiban yang sama didepan hukum . 

Asas demokrasi yaitu penggunaan Pancasila ke empat yang 

berbunyi kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan yang menyatakan dengan itikad 

baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil 

 
16 M. Agus Santoso,2014,Hukum ,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat ,Jakarta:Kencana hlm.85 
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keputusan musyawarah dan asas keadilan social, yaitu terdapat pada 

sila kelima yang menyatakan bahwa keadilan social bagi sluruh 

rakyat Indonesia yang mempunyai makna setiap manusia harus 

menghormati hak orang lain dan memberikan peluang kepada yang 

lain untuk mencapai haknya dalam mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur , artinya kemanusiaan yang adil dan beradap merupakan 

dasar dan perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia 

secara beradap tanpa mengurangi haknya,sedangkan keadilan social 

dengan keadilan dalam hukum . 

2. Teori Keadilan Islam 

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah 

untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh 

hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, 

jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum 

tersebut tidak dinamakan Hukum Islam. 

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah 

sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan 

ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk 

dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam 

menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu 

menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan 

Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. 

Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-

hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, 

baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, 
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jamaah dan umat.17 

3. Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan 

berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem 

hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum 

(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur 

hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum 40 

meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum 

merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu 

masyarakat.18 

4. Teori Hukum Progresif 

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang 

diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar 

bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa 

prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam 

mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk 

krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan 

suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.  

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah 

mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar 

dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. 

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah 

untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk 

 
17 Yusuf Qardawi, Fiqh Maqasid Syari’ah, (Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 18. 
18 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 

1975), h.14. 
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dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk 

harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan 

manusia. 19 

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo 

tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang 

radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah 

peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, 

terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan 

dan kesejahteraan manusia.  

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum 

progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam 

cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu 

membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya 

mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada 

rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab 

menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan bagi semua rakyat.20 

G. Metode Penelitian 

 

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari 

permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam 

metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan 

didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi 

 
19 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154. 
20  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press 

University, 2004, hlm. 17. 
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penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

1. Metode Pendekatan  

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis 

normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian 

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data 

sekunder belaka.  Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan 

bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum 

serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. 21 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif 

Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan 

masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan 

deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal 

yang berhubungan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga . 

3. Jenis dan Sumber Data  

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis 

adalah data sekunder yang terdiri dari:  

 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 13. 
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a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini 

Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan 

antara lain:  

- Undang-Undang Dasar 1945 

- KUHP  

- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang 

berkaitan dengan penulisan penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan 

semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini  . 

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. 

Pada penulisan tesis  hukum normatif yang diteliti hanya bahan 

pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data 

dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) atau 

penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan 

bahan hukum dan kemudian mengenalisisnya.  
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5. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan 

hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang 

terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-

angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :  

a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran 

menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran 

gramatikal, penafsiran sistematis.  

b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode content 

analysis (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan. 
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H. Sistematika Penelitian 

 

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis 

menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari 

sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori 

yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini 

akan tersusun dalam empat bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum 

mengenai Peran Kejaksaan Dalam Upaya Merubah Paradigma Proses 

Peradilan Pidana Berbasis Restorative Justice. 

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kejaksaan Dalam Upaya 

Merubah Paradigma Proses Peradilan Pidana Berbasis Restorative 

Justice. 

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan 

memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis 

yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang 

berkaitan dengan hasil penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA 

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. 

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di 

Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah 

menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 

Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum 

acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden 

mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.  

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem 

peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). 

Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di 

antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan 

yang diberikan Undang-Undang . 22 

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di 

dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal 

ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan 

 
22 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: 

Sinar grafika, 2009, hal. 90. 
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lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana .23 

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana 

sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam 

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar 

pendekatan sistem 24 . Sebagai sebuah sistem peradilan pidana 

mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif 

dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur 

penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan 

hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat 

aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang 

memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal 

maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang 

berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah 

sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang 

keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara 

keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan 

ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut 

dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah 

 
23  Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di 

Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145. 
24 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7. 
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sistem sosial.25 

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan 

sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang 

terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

pemasyarakatan pidana . Mardjono mengemukakan bahwa terdapat 

empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang 

diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu 

“integrated criminal justice system26”. Muladi menegaskan bahwa 

makna integrated criminal justice system adalah sinkonisasi atau 

keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:27 

a. Sinkronisasi struktural (structural syncronization) yaitu 

keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar 

lembaga penegak hukum.  

b. Sinkronisasi substansial adalah (substansial syncronization) 

yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan 

horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.  

c. Sinkronisasi kultural (cultural syncronization) yaitu 

keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-

pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

 
25  Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Bandung:Putra 

abardin, 1996, hal. 14. 
26 Mardjono Reksodiputro, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum 

dalam batas-batas toleransi)”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1. 
27 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2. 
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mendasari jalannya sistem peradilan pidana.  

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:  

a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan 

pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan).  

b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh 

komponen peradilan pidana.  

c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari 

efesiensi penyelesaian perkara.  

d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan 

“the administration of justice” 

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat 

struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, 

koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan 

efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat 

bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat 

diperkirakan antara lain:  

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan 

masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka 

bersama;  

b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-

masing instansi sebagai subsitem dari sitem peradilan pidana;  
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c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang 

terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan 

efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.28 

 Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan 

hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi 

sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan 

administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor 

signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui 

subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah 

administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan 

implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya 

sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud 

dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-

prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif 

sistem peradilan pidana terpadu.29 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai 

berikut:  

a. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) 

karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan 

(input) bagi subsistem yang lain;  

 
28 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, 

Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 

85. 
29 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, hal. 256. 
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b. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation 

and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya 

penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;  

c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem 

akan berpengaruh pada subsistem yang lain. 

 Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan 

pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana 

sebagai suatu sisitem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan 

tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu 

untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.30 

2. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia  

Praperadilan bukanlah suatu badan peradilan tersendiri tetapi 

merupakan suatu kewenangan dari pengadilan. Praperadilan 

sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah 

wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:31 

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 

kuasa tersangka;  

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 

 
30 Tolib Effendi, op.cit., hal. 25. 
31 Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 178 
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c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 

diajukan ke pengadilan.  

Praperadilan adalah suatu sarana dalam melakukan 

pengawasan secara horizontal sehingga pihak ketiga yang merasa 

dirugikan dapat ditampungnya.32 

Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan 

tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat 

praperadilan adalah sebagai terjemahan “habeas corpus” yang 

merupakan substansi HAM. 33 Habeas corpus adalah hak untuk 

diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa.  

Terdapat 6 alasan bagi kewenangan pengadilan negeri dalam 

memeriksa dan memutus dalam praperadilan sebagaimana terdapat 

pada Pasal 77 KUHAP yaitu:  

a. Sah/tidaknya penangkapan;  

b. Sah/tidaknya penahanan;  

c. Sah/tidaknya penghentian penyidikan;  

d. Sah/tidaknya penghentian penuntutan;  

e. permintaan ganti kerugian;  

 
32 Loebby Loqman, Praperadilan di Indonesia, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69. 
33 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, 

Ekesepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Jakarta:Djambatan, 2008, hal. 39. 
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f. Permintaan rehabilitasi. 

Dua alasan yang pertama mengenai sah/tidaknya penangkapan 

dan penahanan serta dua yang terakhir mengenai permintaan ganti 

kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak 

tersangka/terdakwa. Substansi yang diatur pada Pasal 1 angka 10 

dan 77 KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis 

yang berkaitan dengan administrasi misalnya surat tugas, surat 

perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku 

kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan 

tugas. 34 

Dalam hal Pasal 79 KUHAP tentang permohonan 

praperadilan mengenai sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan 

maka yang menjadi pihak lawannya selaku termohon adalah 

institusi penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan 

tersebut akan tetapi bila yang diuji dipraperadilan adalah mengenai 

sah/tidaknya penghentian penyidikan perkara itu maka yang paling 

dirugikan adalah saksi korban atau pelapor sebab dengan 

dihentikannya penyidikan perkara itu, maka kasus yang 

dilaporkannya akan menjadi tidak berlanjut ke persidangan 

pengadilan untuk memperoleh putusan hukum. 

Dalam hal objek permohonan adalah permohonan ganti 

kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya 

 
34 Nikolas Simanjutak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hal 193. 
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penangkapan/penahanan maka perlu dibedakan antara putusan 

bebas (vrijspraak) atau lepas (ontslag). Meskipun tidak dengan 

sendirinya apabila suatu perkara diputuskan bebas atau lepas dari 

segala tuntutan harus diberi ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa 

yang ditahan. Hal ini diserahakan kepada pertimbangan keadilan 

dan kebenaran (billijkheid en rechtvaardigheid) hakim sebagaimana 

terjadi di negara Belanda dimana hakim menolak memberi ganti 

kerugian walaupun terdakwa diputus bebas karena hakim tidak 

yakin terdakwa tidak bersalah untuk mana dia ditahan. 35 

Jangka waktu pemeriksaan perkara sampai pemutusan dalam 

Praperadilan hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan sebelum 

itu hanya ada waktu 3 (tiga) hari bagi pengadilan sejak permohonan 

diterima. Sehingga hakim praperadilan harus segera ditunjuk dan 

hari sidang ditetapkan. Praperadilan terhadap pemeriksaan oleh 

penuntut umum masih bisa diajukan meskipun sudah ada putusan 

praperadilan terhadap pemeriksaan pada tahap penyidikan sehingga 

jelas perbedaan antara pemeriksaan dalam penyidikan dan tahap 

penuntutan. Pengadilan dalam menjalankan kewenangannya 

didasarkan pada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut 

atau wewenang mutlak berarti badan peradilan dalam memeriksa 

jenis perkara perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dan tidak 

boleh diperiksa oleh badan peradilan lain. 36 Kompetensi relatif 

merupakan wewenang mengadili perkara dalam satu lingkungan 

 
35 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 203. 
36 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, 1982, hal. 52-57 
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peradilan tetapi berbeda tempat pengadilan secara teritorial, dia 

menjadi relatif karena masih di dalam satu badan peradilan, 

misalnya locus delicti di Jakarta Selatan tidak dapat diadili di PN 

Jakarta Pusat.  

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 

KUHAP. Dalam memutuskan perkara praperadilan, pengadilan 

negeri tunduk pada ketentuan Pasal Pasal 78, Pasal 84 dan Pasal 148 

KUHAP, dimana Pengadilan Negeri adalah merupakan satu-satunya 

Pengadilan yang berwenang secara absolut dalam mengadili perkara 

praperadilan dan memiliki kewenangan relatif untuk mengadili 

perkara penangkapan, penahanan di wilayah hukumnya serta dapat 

menolak mengadili perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan 

berdasarkan kompetensi relatifnya.  

Lembaga prapradilan dimaksudkan untuk pengawasan 

penggunaan upayaupaya paksa oleh aparat penegak hukum 

fungsional. lembaga praperadilan ini dimasukan sebagai wewenang 

dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara. Dimensi 

pengawasan lembaga praperadilan adalah horizontal yang build-in 

(melekat) artinya lembaga praperadilan merupakan bagian 

mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. 

Ruang lingkup praperadilan yang diatur KUHAP itu, dilihat 

dari sistem eropa kontinental sesungguhnya lembaga praperadilan 

menyerupai fungsi examinating judge (Rechter Commissaries) 

yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa tapi 
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kewenagan Rechter Commissaries lebih luas lagi karena 

dimungkinkan juga sebagai investigating judge seperti memanggil 

saksisaksi, melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan 

tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran keterangan (vide, 

Pasal 47, 46, 56, 62 RV). Sistem hukum anglo saxon mengatur hal 

yang sama dimana prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam 

masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin 

kemerdekaan seseorang, jika suatu penahanan terjadi atas diri 

seseorang maka terbuka kemungkinan untuk membawa ke 

pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan 

pendahuluan . 

3. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia 

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, 

dipergunakan perkataan opspornig atau orderzoek dan dalam 

peristilahan Inggris disebut investigation. Akan tetapi pada masa 

HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan 

dengan kacau. Tidak jelasnya batas fungsi pengusutan (opspornig) 

dengan penyidikan mengakibatkan ketidaktegasan pengertian dan 

tindakan. 37 

Penyelidikan menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 adalah 

merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

 
37 R. Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor: Politea, hal. 13 
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menemukan suatu peristiwa yaang diduga sebagai tindak pidana 

guna menetukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang.  

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa 

penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, 

terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah 

satu cara atau metode, sub daripada fungsi penyidikan yang 

mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan 

surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan 

penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.  

Menurut M. Yahya motivasi dan tujuan penyelidikan 

merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk 

tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan 

martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan 

penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu 

berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak 

lanjut penyidikan.  

Ketentuan KUHAP mengatur dengan tegas bahwa penyelidik 

adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang 

melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah monopoli tunggal 

Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan tersebut 

bertujuan:  
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a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat 

siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.  

b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat 

penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih 

seperti yang dialami pada masa HIR.  

c. Merupakan efesiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi 

pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi maupun 

terhadap orang yang diselidiki tidak lagi berhadapan dengan 

berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam 

penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh 

lebih efektif dan efesien. 

Fungsi dan kewenangan penyelidik sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 5 KUHAP dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:  

a. Berdasarkan kewajibannya, mencakup:  

1) Menerima laporan atau pengaduan;  

2) Mencari keterangan atau barang bukti;  

3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai;  

4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.  

b. Berdasarkan perintah penyidik, mencakup:  

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 

penggeladahan dan penyitaan;  
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2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;  

3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.  

c. Kewajiban penyelidik membuat dan menyampaikan laporan 

hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik, dalam hal ini 

penyampaian laporan harus dilakukan secara tertulis disamping 

kemungkinan adanya juga laporan lisan kepada penyidik demi 

pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap 

penyelidik itu sendiri.  

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia yang menjadi kewenangan dari 

kepolisian.Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya 

dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan 

diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu 

“peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. 

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat 

penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu 

membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta 

sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 

Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada 
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tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana 

yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan 

dan menentukan pelakunya. 

Latar belakang motivasi dan urgensi diintrodusirnya kegiatan 

penyelidikan antara lain:  

a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.  

b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalalm 

penggunaan upaya keras.  

c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan 

rehabilitasi.  

Diadakannya lembaga penyelidikan yang berfungsi sebagai 

langkah awal yang bermaksud menyediakan data dan fakta bagi 

kepentingan penyidikan dalam KUHAP tersebut adalah guna 

memenuhi maksud dan tujuan unifikasi dan kodifikasi KUHAP itu 

sendiri.  

Dengan demikian diintrodusirnya lembaga penyelidikan itu 

adalah suatu motivasi yang mendorong aparat penyelidik/penyidik 

khususnya seluruh aparat penegak hukum pada umumnya untuk 

meningkatkan kemampuan teknis operasional sehingga ia mampu 

menangani suatu proses perkara pidana secara sistematis dan analitis 

ilmiah.38 

 
38  Hamrat Hamid dan Harun M Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk 

Tanya Jawab), Jakarta:Sinargrafika, 1997, hal. 25. 
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Tidak semua peristiwa pidana yang terjadi dan diduga sebagai 

tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai 

tindak pidana sehingga sebelum melakukan penyidikan sebagai 

konsekuesi dilakukannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih 

dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil 

penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai 

tindak pidana itu benar adanya merupakan suatu tindak pidana 

sehingga dapat dilakukan tindakan penyidikan.39 

 De Pinto berpendapat bahwa menyidik (opsporing) berarti 

“pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu 

ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan 

apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi 

sesuatu pelanggaran hukum.40 

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan 

dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan 

membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara 

pidana yang menyangkut penyidikan adalah:  

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.  

b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.  

c. Pemeriksaan di tempat kejadian.  

 
39 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, Bandung: PT Alumni, 

2007, hal. 56. 
40 R. Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Jakarta, 1995 , hal. 113-114. 
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d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.  

e. Penahanan sementara.  

f. Penggeledahan.  

g. Pemeriksaan atau interogasi.  

h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di 

tempat).  

i. Penyitaan.  

j. Penyampingan perkara.  

k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan 

pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.  

Pada tahapan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum 

sudah dilakukan dengan dilakukannya pemberitahuan kepada 

penuntut umum apabila proses penyidikan telah dilakukan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. 

Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan 

penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. 

KUHAP mengatur hubungan antara penegak hukum yakni: a. 

Hubungan Polri selaku penyidik dengan PPNS tertentu terdapat 

dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP. b. 

Hubungan Polri selaku penyidik dengan penuntut umum (jaksa) 

diatur dalam Pasal 8, Pasal 14 huruf B dan C, Pasal 24 ayat (2), pasal 

109 ayat (1) dan (2), Pasal 110, Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 
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ayat (4), Pasal 144 ayat (3), Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 214 ayat 

(3) KUHAP. c. Hubungan penyidik dan penasehat hukum diatur 

dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP. d. Hubungan 

penyidik dengan hakim/pengadilan diatur dalam Pasal 29, Pasal 33 

ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 

214 ayat (3) dan ayat (7) KUHAP.  

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus 

mengutamakan hak asasi tersangka karena sejak semula diperiksa 

tersangka sudah memiliki hakhaknya. hak-hak tersangka pada 

tingkat penyidikan antara lain diatur diatur dalam KUHAP sebagai 

berikut: 41 

a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh 

penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum ( 

Pasal 50 ayat (1) KUHAP );  

b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan ( pasal 

50 ayat (2) KUHAP);  

c. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti atau diketahui tentang yang disangkakan kepadanya 

waktu pemeriksaan (Pasal 51 huruf a KUHAP);  

d. Pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan 

keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);  

 
41 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:Ghalia, 1986, hal. 34-35. 
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e. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat 

bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama waktu dan 

setiap tingkat pemeriksaan ( Pasal 54 KUHAP);  

f. Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya ( Pasal 55 

KUHAP);  

g. Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-

cuma ( Pasal 56 ayat (2) KUHAP); h. Kewajiban pejabat pada 

semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum 

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 

KUHAP;  

h. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat 

hukum ( Pasal 57 ayat (1) KUHAP). 

Makna dari penyelidikan dan penyidikan dapat disimpulkan: 

42 

a. Bahwa penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului 

atau mengawali penyidikan yang sasarannya adalah 

pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah 

peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.  

b. Bahwa setelah dari hasil penyelidikan didapat kepastian bahwa 

suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana 

ternyata benar merupakan tindak pidana, barulah kemudian 

 
42 Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, 1991, hal. 100-101. 
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penyelidikan menentukan apakah terhadap tindak pidana itu 

dapat dilakukan penyidikan.  

c. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai 

penyidik ia telah dapat memastikan bahwa suatu peristiwa yang 

akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan 

terdapat cukup data dan fakta guna melakuan penyidikan 

terhadap tindak pidana tersebut.  

d. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti 

guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan 

tersangka pelakunya.  

e. Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyelidikan ialah untuk 

menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukan 

penyidikan terhadap suatu tindak pidana.  

f. Karena eratnya hubungan antara penyelidikan dan penyidikan 

ini maka dikatakan bahwa perbedaan antara penyelidikan dan 

penyidikan bersifat grandul saja. Penyelidikan merupakan 

subsistem tehnis reserse dalam upaya pengungkapan suatu 

tindak pidana. 

 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE 

1. Pengertian Restorative Justice 

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah 
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penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.43 

Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan 

para ahli, antara lain: 44 

a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk 

melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh 

pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk 

mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan 

kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal 

tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.  

b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses 

yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu 

berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif 

bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu 

delik dan implikasi dimasa depan).  

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh 

dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari 

sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang 

secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan 

undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh 

 
43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6. 
44 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, h. 109. 



43 
 

dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk 

restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice 

memandang bahwa:  

a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan 

antar warga masyarakat.  

b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.  

c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga 

masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala 

sesuatunya secara benar 

d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan 

kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan 

materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya 

(biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, 

permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan 

pemberian kompensasi ataupun restitusi.45 

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di 

Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya 

pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk 

diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian 

masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan 

hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang 

 
45  Achmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, Hal. 249. 
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ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, 

sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala 

macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk 

mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana 

pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem 

peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai 

berikut:  

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.  

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 

bersalah dipidana; dan  

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidak mengulangi lagi kejahatannya.  

2. Sejarah Restorative Justice dan Perkembangannya di Beberapa 

Negara  

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan 

dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi 

peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani 

dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk 

penyelesaan masalah tindak pidana. Istilah umum tentang 

pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert 

Eglash yang menyebutkan istilah restorative justice yang dalam 

tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa 
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restorative justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif 

terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.46 

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative 

justice diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar 

peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut 

dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an 

di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai 

tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana 

sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan 

bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu 

pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini 

mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari 

tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat 

secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis 

dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang 

bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak 

korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat 

mereka menjalani proses peradilan tradisional. 

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun 

terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa 

Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan 

 
46 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu 

Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123 
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beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga 

di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk 

perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran 

penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh 

kuat perkembangan restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok 

praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner 

penerapan restorative justice yaitu :  

a. Victim Offender Mediation (VOM)  

Proses restorative justice terbaru adalah victim offender 

mediation yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di 

Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan 

Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika 

Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan 

terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. 

Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup 

kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman 

mati.  

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 

5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman 

konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada 

penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta 

bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan 

berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan 

informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu 
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memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengan dan 

memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya 

tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.  

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada 

tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat 

dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut 

untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh 

lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan 

pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah 

memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di 

antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk 

melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang 

benarbenar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan 

dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu 

mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi 

pertemuan.  

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban 

yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap 

kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang 

dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih 

khusus.  

b. Conferencing/Family Group Confencering (FGC)  
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Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New 

Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan 

pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses 

secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli 

New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan 

masyarakat ini terkenal dengan sebutan wagga wagga dan telah 

dipakai untuk menyelesaikan permaalahan dalam masyarakat 

tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. 

Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing 

adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga 

atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya 

perhatian terhadap permasalahan anak.  

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari 

peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, 

mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban 

ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya 

memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara 

langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai 

pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi 

pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku 

tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan 

kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain 

serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas 

perbuatannnya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat 

bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan 
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membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah 

memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling 

berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat 

yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku 

terhadap korban.  

c. Circles  

Pelaksanaan circles pertama kali sekitar tahun 1992 di 

Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang 

dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta 

dalam proses mediasidi luar korban dan pelaku utama. 

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana 

dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak 

lainnya yang berkepentingan dengn terjadinya suatu tindak 

pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah 

terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena 

tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk 

memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian 

kesepakatan.  

Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang 

memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara 

pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar 

seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai 

dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu 

semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.  
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d. Restorative Board/Youth Panels.  

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian 

Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau 

of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari 

warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 

yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program 

reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.  

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, 

masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara 

bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan 

ganti rugi bagi korban atau masyarakat.sasarannya adalah peran 

aktif serta anggota masayarakat serta langsung dalam proses 

peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada 

korban dan anggota  masyarakat melakukan dialog secara 

langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut 

menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara 

langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.  

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep 

restorative justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai 

yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah 

peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan 

Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep 

restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam 
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sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, 

menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya 

bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah 

sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk 

menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah 

bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang 

di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang 

win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan 

ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun 

dapat tercapai. Dalam konteksi Indonesia Bagir Manan 

menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice 

sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat 

Indonesia.47 

Braithwaite mengatakan,” Several years ago in Indonesia I 

was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere 

jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in 

community seen as having the greatest spiritual riches and the 

person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen 

was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) 

citizens have the resources (given a little help with training) to 

facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think 

it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize 

 
47 Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162 
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their restorative juctice practice”. (Beberapa bulan lalu di 

Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di 

Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh 

seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di 

dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani 

yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran 

yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas 

elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari 

para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya 

(dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi 

proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih 

mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa 

menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang 

Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. 

Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu 

khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif. 

Konsep diversi dan restorative justice sendiri semakin dikenal 

melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan 

keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 

2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum 

yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk 

membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap 

anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat 

penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam 

rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini 
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pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan 

membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 

13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF 

menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek 

percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan restorative 

justice di Indonesia.48 

Program diversi dan restorative justice telah berkembang 

dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik 

awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan 

alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan 

untuk menerapkan konsep baru yaitu restorative justice. Konsep ini 

relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan 

pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan 

peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk 

dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses 

restorative justice. 

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan 

konsep diversi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian 

permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai 

pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum 

 
48 Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, 

Semarang, , hal. 211 
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remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak 

tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini. 

3. Tujuan Restorative Justice  

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice suatu 

konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah 

dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara 

anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh 

seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaranpenyelesaian 

berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan 

terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak 

pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “restorative justice is a victim 

centered response to crime that allows the victim, the offender, their 

families, and representatives of the community to address the harm 

caused by the crime”(keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap 

tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, 

pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para 

perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang 

diakibatkan oleh tindak pidana).49 

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam 

restorative justice, yaitu :  

a. Restorative justice invites full participation and consensus.  

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan 

 
49 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op. Cit., hal. 130 
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konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara 

aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara 

komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi 

masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan 

ketertibnnya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah 

persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya 

tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun 

demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka 

akan berjalanlah proses peradilan tradisional; 

b.  Restorative justice seeks to heat what is broken. 

 Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan 

dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya 

penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang 

menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, 

mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan 

ketakutan.  

c. Restorative justice seeks full and direct accountability. 

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang 

utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui 

kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut 

mendatangkan kerugian bagi orang lain;  
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d. Restorative justice seeks to recinite what has been devided.  

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku 

sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama 

ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan 

mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta 

mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan 

masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari 

masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.  

e. Restorative justice seeks to sterghten the community in order to 

prevent futher harms.  

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada 

masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak 

terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam 

kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi 

pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang 

sebenanrnya bagi semua orang.  

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan 

restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif 

dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan 

sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu 

atau masyarakat yang mempunyai keinginan untukmenyelesaikan 

konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya 

individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung 
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jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan 

dibebankan pada Negara.  

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan 

aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut : 

a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau 

menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi 

tentang keadilan;  

b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku 

kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan 

memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses 

komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku 

kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu 

sama lain 

c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena 

tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. 

Maksudnya agar mereka dapat belajartentang konsekuensi 

kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku 

mereka terhadap orang lain.50 

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan 

diperlukan hubungan yang luas antara pelalu, korban dan 

masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang 

 
50 Hadi Supeno,2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, 

Semarang, hal. 203 
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mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, 

sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan 

informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama 

mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan 

sanksi.Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak 

korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak 

kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam 

masyarakat.  

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-

undang Sistem Peradilan Pidana Anak, restorative justice hadir 

untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan 

pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama 

diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak 

pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh restorative 

justice tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu 

orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut 

berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG  RESTORATIVE JUSTICE 

PERSPEKTIF ISLAM 

Sebagaimana   telah   diuraikan   bahwa   konsep   pendekatan 

restorative justice merupakan  suatu  pendekatan  yang  lebih  menitik-

beratkan  pada  kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi 



59 
 

pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.  Dalam  hukum  pidana  

Islam,  istilah  dapat  disejajarkan dengan  istilah  “al-Isti’adah” yang  

berarti  restorasi. restorative  justicediartikan sebagai sebuah metode 

untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang 

bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi 

antara kedua belah pihak.Dalam  hukum  pidana  Islam,  sejarah  

mengenai  praktek  diterapkannya pendekatan Restorative Justicesudah 

lama terjadi semenjak di zaman para sahabat Rasulullah,  tepatnya  di  

masa  pemerintahan  sahabat  Umar  bin  Khattab.  Pada kejadian itu ada 

seorang Khatib yang mencuri, namun Umar tidak menegakkan hukum  

potong  tangan  melainkan  membebaskannya  dari  hukuman.  Hal  ini 

disebabkan  pada  masa  itu  sedang  terjadi  musim  Paceklik  dan  si  

Khatib  sedang dalam kondisi kelaparan. Berikut adalah keterangan 

mengenai kejadian tersebut: 

 ‘’ Sesungguhnya  Umar  r.a mempertimbangkan  unsur  

keterpaksaan  sebagai motif  darurat  (ad-Dorurot).  Sangat  jelas  sekali  

di  dalam  kasus  pencurian  yang dilakukan oleh para hamba sahaya 

Khatib bin Abi Balta’ah terhadap seekor unta untuk  dimakan.  Peristiwa  

ini  sebagaimana  diriwayatkan  oleh  para  Imam  bahwa sesungguhnya 

hamba  sahaya  Khatib  mencuri  seekor  unta  seorang  laki-laki  dari 

kandangnya  dan  menyembelihnya.  Kasus  tersebut  kemudian  

dilaporkan  kepada Umar,  kemudian  Umar  pun  memerintahkan  

kepada  Katsir  bin  as-Shalt  untuk memotong tangan hamba sahaya 

tersebut. Namun Umar tidak tinggal diam dalam mengadili  kasus  

tersebut,  kemudian  ia  mengatakan:  Andai  aku  tidak  memiliki 

praduga bahwa kamu (pemilik hamba sahaya tersebut) telah 

membiarkan kelaparan sampai salah satu dari mereka harus melakukan 
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perbuatan yang diharamkan oleh Allah,  maka  pasti  aku  akan  

memotong  tangan  mereka.  Namun  demikian,  demi Allah  andaikan  

akumembiarkan  mereka,  niscaya  aku  akan  menghukum  kamu dengan 

hukuman yang amat berat dan menyakitkan, bahkan hukuman yang 

lebih berat dari harga unta tersebut. Adapun kasus pelarangan umar r.a 

atas eksekusi had pencurian  pada  musim  Paceklik,  seorang  laki-laki  

datang  kepada  Umar  dengan membawa  seekor  unta  yang  telah  

disembelih,  kemudian  umar  bertanya:  Apakah kamu memiliki dua 

ekor unta yang subur dan gemuk?, sesungguhnya aku tidak akan 

memotong tangan si pencuri di tahun ini.’’ 

Melihat keterangan itu, nilai-nilai spirit pendekatan Restorative 

Justice dalam penyelesaian masalah pidana, nampaknya sudah ada 

dalam hukum pidana Islam semenjak masa pemerintahan Umar r.a. 

Pada waktu itu, para hamba sahaya milik Khatib bin Abi Balta’ah telah 

mencuri seekor unta untuk dimakan  disebabkan mereka dalam kondisi 

kelaparan dan memang pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik. 

Terjadinya musim paceklik waktu itu diperkirakan terjadi pada tahun 

ke-17 H, umat dimana Islam dilanda dua musibah yakni kelaparan dan 

wabah Lepra yangmenyerang pasukan muslim di Syam. Kelaparan ini 

disebabkan hujan yang tak  kunjung  turun  hingga  9  bulan  lamanya. 

Seluruh  wilayah  Arab  mengalami gagal panen. Tanah-tanah menjadi 

gersang51.Pada musim ini, potong tangan tidak diterapkan oleh Umar 

sekalipun ayat al-Qur’an secara tegas berbicara sebagaimana 

diungkapkan dalam surat al-Maidah ayat 38: 

م     َ نِِّمًلََكََنابََسَكامَِبًءازََجامَُهَيِدْيَأاوُعَطْقافَةُقَِراَّسلَوَُقِراَّسلَوَ  اللَّ َ وَِ  ِّ اللَّ زيِزَعَُ  ِّ

 
51 Muhammad Husein Haikal. al-Faruq Umar, Juz I,: Dar al-Ma’arif, t,t. hlm. 265 -266 
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 يكَِح 

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana”. 

Pada  keterangan  sebagaimana  dikemukakan  atas  kasus  

pencurian  di zaman  Umar,  terdapat  dua  kisah  tentang  peniadaan  

hukum  potong  tangan  ini yakni kisah budak milik Hathib yang mencuri 

seekor unta milik al-Muzannidan kisah  dua  orang  laki-laki  

menyembelih  unta  milik  orang  lain  pada  musim kelaparan.Kondisi  

ini  membuat  Umar  tidak  melaksanakan  hukum  potong tangan bagi 

pencuri meskipun ketegasan hukum ayat itu sangat nyata. Pembatalan 

eksekusi  potong  tangan  oleh  Umar  ibn  Khattab  pada  dua  kasus  

tersebut disebabkan  adanya  alasan  kuat  untuk  tidak  melaksanakan  

eksekusi  tersebut. 52Alasan  pada  dua  kasus  di  atas  adalah  kelaparan  

baik  secara  individu  maupun umum  ( عامالمجاعة).  Kelaparan  yang  

dialami  oleh  para  hamba  sahaya  di  masa Umar tersebut memang 

sangat didukung oleh keadaan pada waktu itu yang sedang mengalami 

musim paceklik dikarenakan gagalpanen. Hal ini erupakan asfek ad-

Dorurotyang   ditemukan   Umar   sebagai illat(argumentasi   hukum)   

pada penyelesaian kasus pencurian. Apabila dipahami secara 

mendalam, temuan kasus di  Zaman  sahabat  Umar  tersebut  sangat  

jelas  sekali  merupakan  spirit  dari pendekatan Restorative Justice. 

 
52 Al-Sarkhasiy. al-Mabsuth, Juz IX, Dar al-Ma’arif, Beirut, t.t,  hlm. 24 
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Umar r.a mengenyampingkan aturan normatif dalam hal ini ayat al-

Qur’an yang berbicara mengenai hukum potong tangan bagi seorang 

pencuri dan mencoba mencari pertimbangan lain sesuai dengan faktor 

kondisi terjadinya   kejahatan   pencurian   tersebut.   Jika   dilihat   secara   

teliti,   Umar mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagai bahan 

pertimbangan dan menjadi dasar  dalam  menyelesaikan  kasus  

pencurian  pada  masa  itu.  Hal  ini  sangat  jelas sekali  bahwa  aturan  

normatif  seperti  teks-teks  Undang-undang  bukanlah  satu-satunya 

jalan dalam mencari keadilan hukum, disebabkan masih terdapat 

alternatif lain seperti dengan encoba menerapkan konsep pendekatan 

Restorative Juatice. 

 

D. TINJAUAN UMUM  TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK  

INDONESIA 

1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
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berdasarkan Undang Undang. 

b. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional 

yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. 

c. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain 

berdasarkan Undang-Undang. 

d. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk 

melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

2. Syarat-syarat Menjadi Jaksa  

Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat 

diangkat menjadi jaksa diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan. Adapun syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut :  

a. warga negara Indonesia 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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d. berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk 

Kejaksaan; 

e. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling 

tinggi 30 (tiga puluh) tahun; 

f. sehat jasmani dan rohani; 

g. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak 

tercela; dan 

h. pegawai negeri sipil 

Selain syarat tersbut di atas, untuk dapat diangkat menjadi 

jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk 

pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 

pembentukan jaksa sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan oleh 

Jaksa Agung. 

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia  

Pasal 30A , 30B , 30C undnag undang nomor 11 tahun 2021 

tentang kejaksaan menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan 

republik Indonesia sebagai berikut : 

a. Pasal 30A 

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan 

kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset 

perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, 
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atau yang berhak. 

b. Pasal 30B 

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan 

berwenang: 

1) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan 

penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;  

2) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan 

pelaksanaan pembangunan;  

3) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan 

lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara 

lainnya, di dalam maupun di luar negeri;  

4) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

dan  

5) melaksanakan pengawasan multimedia. 

c. Pasal 30C 

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: 

1) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan 

yustisial Kejaksaan;  

2) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial 
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tertentu demi terwujudnya keadilan; 

3) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang 

melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, 

restitusi, dan kompensasinya;  

4) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk 

pembayaran pidana denda dan pidanapengganti serta 

restitusi;  

5) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan 

verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran 

hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara 

pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan 

instansi yang berwenang;  

6) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang 

keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang;  

7) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda 

dan uang pengganti;  

8) mengajukan peninjauan kembali; dan  

9) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang 

khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan 

menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak 

pidana.” 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM 

PERADILAN PIDANA DI INDONESIA . 

1. PERAN JAKSA DALAM PERADILAN PIDANA 

Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup 

terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris 

maupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini merupakan untuk 

mengevaluasi peran dari kejaksaan sehingga berhubungan dengan 

tugas dan kewenangan kejaksaan yang diberikan undang-undang 

dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan 

gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP sendiri merupakan 

instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Selain 

tercantum dalam KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa dalam 

menjalankan fungsinya sebagai sub sistem/komponen penegak 

hukum sistem peradilan pidana Indonesia tergantung dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. 53 

Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti 

tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan 

kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab 

kepada Presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur 

organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada 

 
53 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2011), 93. 



69 
 

umumnya berada di bawah kementerian hukum. Kedudukan Jaksa 

Agung setingkat menteri oleh karena itu kejaksaan tidak berada di 

bawah kementerian apa pun. Jaksa Agung memimpin kejaksaan 

yang dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat 

provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan 

negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah 

hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana 

Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki 

antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten 

(kejaksaan negeri).  

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan 

merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh 

kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk 

melakukan penuntutan adalah dominuslitis kejaksaan baik di 

Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di 

Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi 

dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di 

ambil oleh penuntut umum kejaksaan.54 

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Pejabat 

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

 
54 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai 

Negara Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, 153. 
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bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang.” 

Seperti yang ada dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) 

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan. Dibidang 

pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melakukan penuntutan  

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat 

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undangundang 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik.  

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan 

kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang 

penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga 
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pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna 

bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah 

kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi 

kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti 

Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan 

makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di 

bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa 

negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa 

intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau 

pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap 

pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.  

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat 

menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan 

tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa 

Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap 

orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut 

Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum 

yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak 

pidana ke muka sidang pengadilan.  

Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 
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Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa 

sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-

undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana 

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian 

pengertian ‘Jaksa’ pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 lebih 

luas dari pada pasal 1 butir 6a KUHAP. Jadi, dua kewenangan jaksa 

yakni:55 

a. Sebagai penuntut umum, dan Sebagai eksekutor.  

b. Melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh 

kejaksaan meliputi sebagai berikut.  

a. Penyidikan 

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I yang 

berbunyi sebagai berikut:  

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. Dari pengertian penyidik di atas, dalam penjelasan 

 
55 Laden Marpaung, Penanganan Perkara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 188–189. 
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undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang 

untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat Pegawai Negari Sipil 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 

melakukan penyidikan.”. 

b. Penuntutan 

Tahap penuntutan ini adalah tahap wilayah institusi 

kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa 

penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu. Penuntutan 

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan 

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.56 

2. PERAN JAKSA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  

Selain itu, Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan 

mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam 

pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau 

membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela 

dan melindungi kepentingan rakyat. Seksi Perdata dan Tata Usaha 

Negara mempunyai tugas melakukan dan/atau pengendalian 

 
56 Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 64. 
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kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, 

dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, 

pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha 

Negara menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata 

dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan 

dan pengamanan teknis;  

b. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan 

pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan 

pemerintah;  

c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, 

gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap 

perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan 

negara 

d. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang 

menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan 

memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau 

pemerintah tidak menjadi tergugat;  

e. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar 

pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara 

pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun 

kuasa khusus 
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f. Pembinaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait 

serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam 

penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah 

hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;  

g. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau 

pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata 

dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan 

penegakan hukum 

h. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas 

kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum 

Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.  

Alur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang 

dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara mengikuti alur dan 

prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada 

umumnya. Dalam perkara perdata, jaksa dalam rangka mewakili 

negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata 

yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa perkara 

perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. 

Penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh dengan model 

mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Model yang paling 

lazim digunakan adalah model mediasi. Dalam konteks ini, jaksa 

dalam kedudukannya sebagai pengacara negara bertindak untuk dan 

atas nama negara melalui surat kuasa khusus yang diberikan 

kepadanya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara non 
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litigasi adalah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak 

yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika 

tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka para 

pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut secara 

litigasi. 

 

B. PERAN KEJAKSAAN DALAM MENGUBAH PARADIGMA 

PEMIDANAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DAN APA 

SAJA YANG MENJADI HAMBATAN DALAM MENGUBAH 

PARADIGMA PEMIDANAAN MELALUI RESTORATIVE 

JUSTICE . 

1. Peran Kejaksaan Dalam Mengubah Paradigma Pemidanaan 

Melalui Restorative Justice 

Dalam penegakkan hukum penting memperhatikan nilai-nilai 

yang mendasari perikehidupan bangsa sebagai suatu core 

philosophy yang merupakan local genius dan local wisdom 

(kearifan lokal) Bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah merupakan 

intisari dari peradaban bangsa Indonesia yang telah ada selama 

ribuan tahun yang harus digunakan sebagai ukuran nilai-nilai dasar 

pembangunan serta pembaharuan hukum di Indonesia.  

Salah penyelesaian dalam suatu perbuatan tindak pidana 

adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. 

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan 

keadilan restoratif ini merupakan mekanisme paling dominan 
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digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Prinsip keadilan 

restoratif ini mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:57 

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap 

orang lain dan diakui sebagai konflik; 

b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban 

dan kewajiban pada masa depan; 

c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 

d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan 

restorasi sebagai tujuan utama; 

e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai 

atas dasar hasil; 

f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 

g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif; 

h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam 

masalah maupun penyelesain hak-hak korban. Pelaku tindak 

pidana didorong korban untuk bertanggung jawab; 

i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak 

pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu 

memutuskan yang terbaik; 

 
57  D. Firdiyanto, Mediasi Penal (Penal Mediation) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap 

Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Magister Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya, 2012, hlm.79 
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j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, 

sosial, dan ekonomis; dan  

k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.  

Dalam rangka menegakan supremasi hukum melalui proses 

peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum 

yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum mampu mewujudkan 

restorative justice, yang diharapkan lebih menjawab tuntutan 

keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya 

terimplementasikan dalam sebuah peraturan lembaga kejaksaan 

yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala 

Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia 

ST.Burhanuddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam 

buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan 

tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa 

Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih 

humanis. Dalam pendekatanya Kejaksaan sebagai lembaga 

pengendali perkara. Keadilan restorative AS merupakan tujuan 

keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada 
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keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban 

dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. 

Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan 

hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan 

yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau 

pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah 

pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral 

perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk 

mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. 

Kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara 

negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka 

saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan 

antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat 

dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP). Bahwa 

diketahui KUHP yang sekarang berlaku tidak memuat tujuan dan 

pedoman pemidanaan, hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum, 

masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban 

pidana, selain itu dalam KUHP juga tidak mengatur asas tiada 

pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, asas 

ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiel atau 

dikenal dengan asas AVAW "afwezigheids van alle materiele 

wederrechteiljkheid . 

Hal ini diharapkan penerapan asas ultimum remidium dalam 

penanganan perkara tindak pidana semakin dikedepankan dengan 
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mempertimbangkan ketentuan- ketentuan serta jenis tindak pidana 

yang didapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan 

restoratif secara khusus dalam ruang lingkup tugas dan wewenang 

institusi kejaksaan sehingga dapat mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan. 

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas hukum serta 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 30 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia serta dalam Pasal 137 KUHAP, dijelaskan 

bahwa seorang jaksa mempunyai wewenang dalam bidang pidana 

untuk melakukan penuntutan, sehingga dalam melakukan ataupun 

membuat sebuah tuntutan pidana, seorang jaksa bertindak sebagai 

pengacara negara.  

Begitu besarnya peran Jaksa dalam berbagai sistem peradilan 

pidana di berbagai negara, termasuk adanya kewenangan diskresi 

dalam menyelesaikan perkara, maka di banyak yurisdiksi di dunia 

Jaksa itu "setengah hakim" (semijudge) atau seorang "hakim semu" 

(quasi-judicial officer). Itulah sebabnya, Jaksa boleh mencabut 

dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa 

syarat. Bentuk diskresi penuntutannya dapat berupa penghentian 

penuntutan, penuntutan percobaan, pengenyampingan perkara, 

transaksi, bahkan dapat juga berupa penjatuhan hukuman dengan 
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atau tanpa persetujuan pengadilan. 

Peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan 

pidana, maka Jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara 

atau dominus litis, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Kejaksaan Republik 

Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut 

kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang". Sebagai dominus litis, Jaksa 

merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah 

suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan 

penuntutannya. Kewenangan Jaksa untuk menghentikan atau 

melanjutkan proses penuntutan, juga berarti Jaksa bebas 

menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan 

mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas Jaksa 

itu sendiri. 

Menurut Andi Hamzah karena Penuntut Umum itu dominus 

litis dalam penuntutan, maka ia bebas untuk menetapkan peraturan 

pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak. Hal 

tersebut dikemukakan Andi Hamzah terkait dengan permasalahan 

apakah Penuntut Umum berwenang mengubah suatu pasal dengan 

pasal yang lebih sesuai, apabila Penuntut Umum setelah meneliti 
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hasil pemeriksaan penyidik yang dipandang olehnya sudah cukup, 

tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undang-undang 

pidana yang yang didakwakan. 58 

 

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pengendali proses 

penanganan perkara atau dominus litis, maka Jaksa mempunyai 

kewenangan untuk mengesampingkan penuntutan perkara pidana 

berdasarkan asas kebijaksanaan menuntut atau asas oportunitas. 

Asas kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki 

Jaksa selaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, aparatur penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, 

Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, di samping harus 

memperhatikan kebijakan (policy) yang digariskan pimpinannya 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam 

situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau 

kebijaksanaan (discretion). Asas oportunitas atau asas 

kebijaksanaan menuntut inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk 

menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan 

menggunakan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).  

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dapat dilakukan 

dengan cara mengesampingkan penuntutan perkara pidana dan 

diselesaikan dengan mekanisme di luar pengadilan. Landasan Jaksa 

 
58 Andi Hamzah, Op. Cit, 1996, hlm.161 
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dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau 

mengesampingkan penuntutan ialah dengan menggunakan asas 

oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut tersebut. 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 

yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 

pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan 

dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, 

proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan 

biaya ringan. 

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 

diatur dalam Pasal 4 PERJA No. 15 tahun 2020 yang dilakukan 

dengan memperhatikan:59 

a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang 

dilindungi; 

b. penghindaran stigma negatif 

c. penghindaran pembalasan  

d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan 

e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  

Selain itu dalam penghentian penututan Penuntut Umum 

mempertimbangkan: 

 
59  Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif 
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a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; 

b. latar belakang terjadinya / dilakukannya tindak pidana;  

c. tingkat ketercelaan; 

d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; 

e. cost and benefit penanganan perkara; 

f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan 

g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka 

yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara 

berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 

PERJA No. 15 tahun ialah:60 

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 

b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau 

diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, 

dan 

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai 

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih 

dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

 Ada 2 (dua) jenis dalam metode penghentian penuntutan 

 
60  Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif 
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perkara, diantaranya upaya perdmaian dan proses perdamaian. 

Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum 

kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari 

upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh 

penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan 

dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga 

korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain 

yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterima 

maka kasus diberhentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan 

dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut 

umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur 

keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan 

tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak 

penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan 

dilaksanakan di kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna 

menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke 

pengadilan  

Penggunaan penyelesaian perkara di luar pengadilan, memang 

terasa janggal dalam penegakan hukum pidana berdasarkan asas ius 

punale dan ius puniendi. Asas ius punale memberikan hak kepada 

negara untuk menjalankan ketentuan perundang- undangan tentang 

hukum pidana, baik materiil maupun formil melalui alat-alat negara. 

Sementara itu, asas ius puniendi memberikan hak kepada negara 

untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah terbukti 

bersalah oleh lembaga pengadilan dan melakukan eksekusi atau 
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pelaksanaan putusan pengadilan. Merujuk pada kedua asas tersebut, 

maka lahir pemikiran bahwa sistem penyelesaian perkara pidana 

hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan.61 

Konsepsi tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah yang 

berimbas pada lembaga peradilan, berupa terjadinya penumpukan 

perkara dan kinerja Hakim dan Jaksa dipertanyakan, karena semua 

perkara dari yang ringan sampai yang berat harus dituntut oleh Jaksa 

dan diperiksa oleh Hakim. Fakta seperti itu, seolah-olah 

menunjukkan bahwa Kejaksaan Indonesia menganut asas kewajiban 

menuntut atas semua perkara pidana (mandatory prosecution), 

kemudian penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa 

kadangkala dinilai masyarakat kurang tepat karena kerugian yang 

diderita korban terlalu kecil atau pelakunya sendiri secara sosiologis 

dianggap oleh masyarakat tidak layak untuk diproses ke Pengadilan. 

Akibat legalistik penuntutan oleh Kejaksaan, maka banyak 

pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari 

penjatuhan pidana adalah terpidana menjadi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan. Dampaknya, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi penuh, yang 

melahirkan masalah kompleks, sehingga tujuan pemasyarakatan dan 

kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat.  

Romli Atmasasmita, mengemukakan bahwa: "Manfaat satu-

 
61 Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana,Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2010, him. 37. 
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satunya menempatkan orang di dalam penjara selama waktu yang 

cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami terisolasi fisik 

dan mental dan bahkan mendekati "kematian perdata" seumur 

hidupnya, lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara tidak 

mengambil manfaat, bahkan kenyataannya negara menanggung 

beban ekonomi yang tinggi (high cost economy)". Aswanto 

menyatakan pendapatnya mengenai pidana, yakni: "Secara 

sosiologis, tujuan-tujuan normatif unifikasi tersebut tidak selalu 

mencapai tujuan bahkan dapat terjadi sebaliknya. Memaksakan 

persamaan pada masyarakat yang berbeda malahan dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan". Sejalan 

dengan itu, Sukarno Aburaera berpendapat seandainya hukum lepas 

dari norma-norma keadilan kemungkinan ada norma hukum yang 

ditetapkan adalah hukum yang tidak adil.62 

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat 

dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan 

retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak 

negatif. Untuk itu, kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu 

melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan 

prinsip keadilan restoratif (restorative justice). keadilan restoratif 

menawarkan jawaban atas isu-isu pidana, yaitu ;63 

a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan 

 
62 Aswanto, Hukum Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilih, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 16. 
63 Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Asia Timur, Makassar, 2012, him. 155. 
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kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that 

disempowers individu); 

b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban 

dan masyarakat (taking away the conflict from them); dan 

c. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari 

tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order 

to achieve reparation).  

2. Hambatan Dalam Mengubah Paradigma Pemidanaan Melalui 

Restorative Justice  

a. Faktor Hukum 

 Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi 

hukum sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan 

mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan 

memiliki dasar hukum, dalam penyelesaian tindak pidana 

berdasarkan keadilan restoratif yakni Peraturan Jaksa Agung No. 

15 tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 

15 Tahun 2020, tentunya restorative justice tidak dapat 

dilaksanakan di Kejaksaan. Namun, hambatan dalam penegakan 

hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri. hambatan 

yakni belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti 

dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui 
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keadilan restoratif, karena layaknya sebuah aturan hukum 

terutama mengenai restorative justice yang berlandaskan pada 

Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020, setiap pimpinan akan 

memiliki kebijakan tersendiri. Maka dari itu, hal ini merupakan 

salah satu hambatan dari faktor hukum itu sendiri.  

b. Faktor Penegak Hukum  

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial 

dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu 

unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan 

tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. 64 

Pada proses upaya perdamaian melalui keadilan restoratif, 

peran penegak hukum sangat diperlukan. Peran aktif jaksa yaitu 

memberikan sosialisasi mengenai restorative justice kepada para 

pihak, tetapi jaksa bersifat pasif dalam proses upaya perdamaian 

antara korban dan tersangka. Akan tetapi, penegak hukum juga 

dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya 

perdamaian, hal ini karena oknum jaksa memiliki kesempatan 

untuk menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan 

restorative justice. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan, 

tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum 

dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 

 
64 Mohamad Aidil “Efektifitas Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. e-Journal Katalogis, 

Vol. 3, No. 10, 2015, hlm. 22 
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restoratif. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Yang Mendukung 

Sarana atau fasilitas hukum terkadang menjadi suatu 

hambatan dalam pelaksanaan keadilan restorative . penulis 

berpendapat bahwa sarana dan fasilitas hukum perlu 

diperhatikan untuk mengupayakan keadilan restorative 

kedepannya . 

d. Faktor Masyarakat 

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan 

pendekatan restorative justice, posisi masyarakat tidak hanya 

sebagai peserta laku atau korban saja. Masyarakat dapat 

diberikan peran yang lebih luas dalam mengawasi pelaksanaan 

hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara 

pidana. Upaya ini juga digunakan sebagai pengenalan 

penggunaan restorative justice pada masyarakat agar masyarakat 

mengetahui. Pada penyelesaian perkara pidana, faktor 

masyarakat bisa menjadi penghambat dalam melakukan upaya 

perdamaian . penghentian penuntutan untuk masalah 

pengembalian hak-hak korban atau pengembalian keadaan 

semula oleh korban telah terpenuhi, tetapi menurut masyarakat 

perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu 

ketertiban umum. Contoh pasal 170 KUHP, ada korban, ada 

pelaku, dan ada perdamaian, tetapi jaksa tidak bisa melakukan 
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restorative justice karena pasal yang dilangar mengganggu 

ketertiban umum. Jadi tidak semua perkara dapat dilakukan 

restorative justice. Perkara yang bisa dilakukan restorative 

justice adalah perkara yang ancamannya di bawah 5 (Lima) 

tahun, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak 

menghilangkan nyawa, tindak pidana yang mengancam 

keamanan negara . 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan : 

1. Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan mengatur 

secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan 

kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang 

penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga 

pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna 

bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah 

kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi 

kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti 

Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan 

makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di 

bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa 

negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesi inya 

tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat 

atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap 
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pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya. 

2. Dalam rangka menegakan supremasi hukum melalui proses 

peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum 

yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum mampu mewujudkan 

restorative justice, yang diharapkan lebih menjawab tuntutan 

keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya 

terimplementasikan dalam sebuah peraturan lembaga kejaksaan 

yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala 

Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia. Kejaksaan juga 

berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang 

diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas 

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan 

merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan 

penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan 

berdasarkan hukum dan hati nurani. Esensi upaya Kejaksaan dalam 

mewujudkan Restorative justice untuk tercapainya efektivitas 

pemidanaan yang mana manfaat satu-satunya menempatkan orang 

di dalam penjara selama waktu yang cukup lama yang pasti pelaku 

kejahatan mengalami terisolasi fisik dan mental dan bahkan 

mendekati "kematian perdata" seumur hidupnya, lebih buruk lagi 

berujung pada kematian. Negara tidak mengambil manfaat, bahkan 

kenyataannya negara menanggung beban ekonomi yang tinggi (high 

cost economy). 
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B. SARAN 

Adapun saran dari penulis antara lain : 

1. Bagi pemerintah dan badan legislatif, pelu membuat suatu aturan di 

tingkat undang-undang sebagai pedoman pelaksanaan dalam praktik 

keadilan restoratif sehingga ada keseragaman pelaksanaan antara 

sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan 

Pengadilan); 

2. Bagi Jaksa, dengan asas mengambil sikap dominus litis, maka harus 

lebih mandiri dalam untuk menerapkan keadilan restoratif dan 

memberi kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan 
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